PEMBEBASAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI KINERJA EKSPOR TEKSTIL 













A. Latar Belakang Penelitian
Mamasuki era perdagangan bebas, setiap negara akan merasakan semakin meningkatnya persaingan dalam perdagangan antar negara, sebagai konsekuensi dari berkurangnya hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Sistim perdagangan bebas  akan membawa dampak terhadap perkonomian suatu negara termasuk Indonesia. 
Perdagangan bebas diatur secara internasional melalui organisasi perdagangan  dunia yaitu World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah institusi yang bertujuan mengatur dan mendorong kompetisi perdagangan melalui kebebasan terhadap akses pasar. Setiap anggotanya diwajibkan mengurangi secara drastis ataupun menghapus kebijakan-kebijakan makro yang tidak kondusif terhadap kompetisi baik berupa hambatan tarif maupun non tarif. 
Industri tekstil dan produk tekstil dunia juga mengalami perubahan yang cukup besar dalam memasuki perdagangan bebas. Kuota yang disusun tahun 1974 untuk memberi ruang bernafas bagi industri TPT di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) sudah dibebaskan pada tanggal 1 Januari 2005. Uni Eropa dan Amerika merupakan pasar ekspor TPT yang sangat potensial bagi seluruh produsen TPT di dunia. Karena permintaan terhadap TPT sangat tinggi untuk negara-negara ini. 
“Sebelum diberlakukannya pembebasan kuota, ekspor TPT ke negara kuota mulai diberlakukan oleh negara pengimpor sejak tahun 1980 dibawah kerangka kesepakatan Multi Fibre Arrangements (MFA). Setelah disepakatinya putaran Uruguay pada 15 April 1994 di Marrakesh, maka Agreement on Textiles and Clothing (Perjanjian Tekstil dan Pakaian Jadi) sesuai kesepakatan GATT segera diimplementasikan bersamaan dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Prinsip utama dari perjanjian itu adalah bahwa perdagangan TPT dunia yang selama ini diatur dalam MFA yang memperkenankan adanya pembatasan impor melalui sistim kuota akan dikembalikan ke dalam aturan GATT dengan masa peralihan sepuluh tahun semenjak 1994. Masa peralihan terbagi atas empat tahap yaitu tahun 1995 (tahap I), tahun 1998 (tahap II), tahun 2002 (tahap III), dan tahun 2005 (tahap IV). Dengan demikian tahun ke 10, yakni 2005 perdagangan TPT dunia bebas dari sistim kuota”.1
Hal ini berarti tidak ada lagi hambatan-hambatan yang membatasi negara-negara dalam mengekspor tekstil dan produk tekstilnya. Selanjutnya kondisi yang harus dihadapi oleh para produsen TPT dunia adalah persaingan yang semakin ketat, karena setiap negara berlomba-lomba memperebutkan pangsa pasar. Intinya, negara yang memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggilah yang akan mampu berkompetisi  dengan negara-negara lain. 
Tantangan sekaligus peluang, itulah gambaran yang dihadapi industri TPT nasional dalam era perdagangan bebas. Tantangan akan kompetisi yang semakin berat. Masing-masing negara kini memacu kemampuannya dalam mengatasi persaingan yang kian sengit. 
Pada saat sekarang, Cina merupakan raksasa eksportir TPT dunia. Ditahun 2005 ini ketika perdagangan TPT telah benar-benar menjadi liberal secara penuh bagi seluruh anggota WTO maka “sekitar 5% pasar tekstil dan apparel dunia akan dikuasai oleh Cina. Federasi Industri Tekstil Korea (KFTI) memperkirakan ekspor TPT Cina akan mencapai 150% lebih besar pada tahun 2005 dibanding 2001”. 2 
“Berdasarkan data dari Wakil Ketua Kamar Dagang Cina untuk urusan Ekspor dan Impor Tekstil, Cao Xinyu bahwa Produk TPT Cina yang selama empat bulan pertama tahun 2005 telah meningkat 29 persen di pasaran ekspor secara rata-rata. Pada tahun 2004 total ekspor tekstil Cina mencapai 95 miliar dolar AS dan diperkirakan akan menjadi 100 miliar dolar AS pada tahun 2005”.3 
Sementara itu, Amerika dan Uni Eropa sebagai pangsa pasar TPT terbesar telah merasakan ekspansi yang sangat kuat dari industri TPT Cina terutama pasca dihapuskannya kuota TPT. Produk-produk TPT Cina terus mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga telah mengancam keberadaan industri TPT yang ada di kedua negara ini. Di Amerika tercatat bahwa “Cina menyumbang 25,02% dari total impor TPT AS pada tahun 2004. Porsi itu naik sebesar 40,74% dibandingkan dengan porsi yang tercatat pada tahun 2003. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap sembilan kategori impor TPT asal Cina ditemukan bahwa penjualan t-shirts Cina ke UE naik 187 persen sejak 1 Januari 2005 dan penjualan flax yarn asal Cina naik 56 persen. Produksi dan penjualan flax yarn buatan UE anjlok seperempat dan pekerjaan hilang 13 persen. Hal ini telah membuat pemerintah Cina dalam tekanan, dimana tekanan tersebut datang dari perusahaan-perusahaan di UE agar pemerintah  meredam impor Cina”.4
Pada tahun-tahun sebelumnya juga telah tercatat peningkatan jumlah impor TPT UE terhadap Cina yaitu pada tahun 2001 sebesar 53% (volume), 2002 naik menjadi 164% (volume) dan pangsa pasar di UE juga naik dari 23% menjadi 35%. Sementara itu, harga barang-barang impor dari Cina rata-rata juga menurun sebesar 44.1% dari US $5.79 menjadi US $3.24, sedangkan produk dari negara-negara lain hanya turun sebesar 2.3%. 5
Dalam kenyataannya, dengan melihat pesatnya perkembangan ekspor produk TPT cina ke AS dan Uni Eropa maka tidak hanya industri-industri TPT Uni Eropa dan Amerika saja yang mengalami kehancuran tetapi juga menghancurkan industri tekstil di sejumlah negara berkembang. Karena semakin meningkatnya ekspansi yang dilakukan oleh Cina ke Uni Eropa dan AS maka semakin kecil kemungkinan produk-produk TPT negara lain untuk menguasai pangsa pasar di negara tersebut, karena daya saing yang dimiliki oleh mereka lebih rendah dibandingkan dengan Cina. Sehingga berimbas terhadap ekspor negara-negara tersebut termasuk Indonesia. 
Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh industri TPT Cina telah menjadikan industri ini sebagai industri yang memiliki daya saing yang tinggi dan siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan TPT dunia. Hal ini berarti dengan dihapuskannya kuota ekspor tekstil merupakan suatu peluang yang sangat besar bagi industri TPT Cina untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya berbekal dari daya saing yang tinggi yang dimiliki oleh industri-industrinya.  
Jika Cina dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh industri TPTnya mampu menghadapi persaingan yang sangat kuat terutama pasca dihapuskannya kuota ekspor tekstil oleh WTO maka lain hal nya dengan industri TPT Indonesia. Dimana, industri TPT kita harus lebih giat lagi untuk meningkatkan produktifitas serta daya saing produknya agar bisa bersaing dalam perdagangan internasional terutama jika harus berhadapan dengan industri TPT Cina yang jauh lebih kompetitif. 
Keunggulan TPT Cina tidak lepas dari peran pemerintah Cina yang begitu besar dalam mendukung perkembangan industri TPTnya. Lebih dari 50 persen industri tekstil dan 25   garmen yang dimiliki Cina merupakan perusahaan milik negara atau BUMN dan disubsidi, dan berbagai dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah seperti  minimnya pungutan, sertifikat ekspor tak ada, serta suku bunga rendah yang hanya maksimal 6 persen dibandingkan di Indonesia yang rata-rata 14 persen”.6 
Selain itu penggunaan teknologi dalam produksi tekstil jauh lebih maju, sehingga bisa lebih produktif dan efisien dalam berproduksi. Hal ini berkaitan dengan program restrukturisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina  terhadap mesin-mesin industri tekstilnya. Kemudian keunggulan lain yang dimiliki oleh Cina yang sangat jarang dimiliki oleh negara-negara lain terutama oleh negara-negara maju adalah upah buruh yang rendah sehingga bisa menekan biaya produksi. 
Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam menunjang perkembangan industri TPT di Cina adalah jumlah investasi yang ditanamkan terhadap industri tersebut. Melihat perkembangan yang telah dicapai oleh industri TPT Cina pada beberapa tahun belakangan ini maka Cina sudah menjadi salah satu negara yang sangat layak untuk para investor asing dalam menanamkan modalnya. Menurut perkiraan beberapa analis menyebutkan bahwa sekitar 80 persen arus modal asing lari ke Cina. Sisanya atau yang 20 persen terpaksa diperebutkan oleh negara-negara Asia lainnya, termasuk Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebagai empat besar penarik modal di kawasan Asia.
Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya di pasar internasional maupun dalam negeri. Selama ini kekurangan-kekurangan yang dimiliki industri TPT kita telah menghambat perkembangan industri TPT itu sendiri.  Perbaikan dalam hal infrastruktur harus segera diwujudkan. Karena selama ini ”sekitar 60% mesin yang dipakai di sektor industri TPT memerlukan peremajaan. Hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap industri TPT nasional menunjukkan dari 4.109 perusahaan TPT rata-rata memiliki mesin berumur lebih dari 20 tahun. Artinya, industri tidak bisa lagi berproduksi secara optimal”.7 Oleh sebab itu resrtukturisasi terhadap mesin-mesin industri TPT sangat diperlukan.
Selain hal diatas beberapa faktor yang menjadi penyebab utama keterpurukan produk-produk Indonesia adalah tingkat suku bunga, 16-18 persen/tahun, apresiasi nilai tukar, peraturan ketenagakerjaan, ekonomi biaya tinggi mulai dari pajak dan pungutan liar, biaya pelabuhan yang masih mahal, masalah keamanan ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar dan listrik sangat memberatkan dunia usaha nasional yang kesemuanya itu menyebabkan tingginya biaya produksi.8 
Kendala-kendala yang memberatkan industri TPT nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap produktifitas dan daya saing. Sehingga bagaimana kita bisa bersaing jika kondisi industri TPT kita sendiri masih banyak yang belum dibenahi. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan berdampak pada penurunan nilai ekspor TPT  karena pangsa  pasar TPT kita di luar negeri bisa direbut oleh negara yang memiliki daya saing yang tinggi seperti Cina.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) API Jawa Barat Ade Sudrajat memperkirakan, “potensi kehilangan nilai ekspor TPT dari Indonesia yang pasarnya diambil Cina mencapai 1,3 miliar dollar AS per tahun. Potensi kehilangan nilai ekspor sebesar itu juga akan terjadi saat kuota dihapus pada Januari 2005. Perkiraan itu antara lain didasarkan pada tren penurunan total nilai ekspor TPT Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2002 dan tren peningkatan nilai ekspor TPT Cina”.9
Pencapaian  ekspor TPT kita dari tahun 2000 yaitu US$ 8,2 miliar, 2001 mencapai US$ 7,6 miliar namun anjlok pada 2002 hanya mampu mencatat US$ 6,8 miliar. Kemudian naik menjadi US$ 7,03 miliar pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2004 telah mencapai  US$ 7,6 miliar.Tahun 2005 ekspor TPT Indonesia ditargetkan mencapai US$ 8,2 miliar. Sementara itu ekspor Cina melesat 8 kali lipat dari Indonesia yang mencapai US$ 60 miliar tahun 2003.10 
Oleh sebab itu, untuk menciptakan industri TPT yang berdaya saing tinggi, yang mampu berkompetisi dalam menghadapi persaingan di pasar internasional maka perlu dilakukan berbagai langkah dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri TPT nasional. Kemampuan untuk menciptakan iklim yang nyaman bagi dunia usaha di Indonesia juga harus bisa diwujudkan agar menarik minat para investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Karena investasi merupakan satu hal yang sangat penting terutama dalam melakukan resrtukturisasi bagi industri TPT nasional.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lewat skripsi yang berjudul “PEMBEBASAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI KINERJA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah
Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1.	Seberapa besar ekspansi yang dilakukan oleh industri TPT cina dalam menguasai pangsa pasar TPT dunia pasca dihapuskannya kuota ekspor tekstil dan produk tekstil?
2.	Sejauhmana produktifitas industri TPT Indonesia terhadap kinerja ekspor TPT dalam menghadapi kompetisi pasca penghapusan kuota?
3.	Sejauhmana upaya pemerintah Indonesia beserta para pengusaha dalam meningkatkan daya saing TPT untuk menunjang kinerja ekspor?
1. Pembatasan Masalah
Penulis membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini seputar masalah ekonomi politik internasional pada fenomena pembebasan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Cina dan implikasinya bagi kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2000-2005.
2. Perumusan Masalah
Untuk memudahkan penelitian maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Sejauhmana implikasi yang ditimbulkan dari penghapusan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Cina terhadap produktifitas kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil di Indonesia ?“

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penulis melakukan penelitian adalah :
a.	Untuk mengetahui seberapa besar ekspansi yang dilakukan oleh industri TPT cina dalam menguasai pasar TPT dunia pasca dihapuskannya kuota ekspor tekstil dan produk tekstil.
b.	Untuk mengetahui produktifitas industri TPT Indonesia terhadap kinerja ekspor TPT dalam menghadapi kompetisi pasca penghapusan kuota.
c.	Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia beserta para pengusaha dalam meningkatkan daya saing TPT untuk menunjang kinerja ekspor.
2. Kegunaan Penelitian
a.  Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
b.	Untuk meningkatkan pengetahuan serta dapat mempertajam analisa kita terhadap masalah-masalah ekonomi politik Internasional.
c.	Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1. Kerangka Teoritis
Gambaran perekonomian dunia sekarang ini seolah-olah tanpa batas. Tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, hal tersebut merupakan salah satu indikator yang menjadikan negara-negara bersaing secara ketat  dalam perekonomian dunia. 
Domonic Salvator dalam bukunya Ekonomi Internasional menjelaskan sebagai berikut : “ Ekonomi Internasional adalah suatu aktivitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara yang bersifat internasional”.12
Karena adanya saling ketergantungan antar berbagai negara dalam memenuhi kebutuhannya maka terjadilah kerjasama. Sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat saling membantu antar negara-negara untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Perbedaan faktor-faktor alam serta struktur ekonomi setiap negara menyebabkan terbentuknya kerjasama ekonomi sebagai salah satu usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negaranya.
Menurut Dos Santos dalam karyanya “ The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence in Latin” yang dikutip oleh Yanuar Ikbar menjelaskan tentang definisi saling ketergantungan adalah sebagai berikut 
…..suatu keadaan yang membawa pengaruh amat kuat, yang di dalamnya perekonomian suatu kelompok negara atau masyarakat tertentu dibentuk dan diwarnai oleh perkembangan dan ekspansi perekonomian negara atau masyarakat lainnya. Suatu hubungan timbal balik antara dua perekonomian atau lebih, atau antara perekonomian negara-negara tersebut dengan sistim perdagangan dunia akan menjadi suatu hubungan ketergantungan, apabila satu atau beberapa negara dapat melakukan ekspansi yang dilancarkan oleh negara-negara dominan, yang efeknya secara langsung mengikuti perkembangan mereka yang dapat bersifat positif maupun negatif .13 

Dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional , Nopirin menjelaskan bahwa “Ilmu Ekonomi Internasional berusaha untuk mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya baik antara dua negara tesebut maupun antar beberapa negara”.14
Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa problematik ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional. Artinya masalah alokasi dianalisa dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Hubungan ekonomi internasional ini dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi swasta, pemerintah maupun organisasi internasional.
Sedangkan menurut Boediono dalam bukunya Ekonomi Internasional mengatakan “Ekonomi Internasional mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan “hubungan ekonomi” antara satu negara dengan negara lain”.15
Dalam  praktek sosial terlebih lagi dalam praktek hubungan internasional faktor-faktor ekonomi dan politik ternyata saling mempengaruhi yaitu adakalanya faktor ekonomi  mempengaruhi prilaku politik (Political Behavior). Tetapi tidak jarang faktor-faktor politik menentukan proses-proses ekonomi sehingga ekonomi politik internasional dipahami sebagai interaksi antara ekonomi dan politik. 
Saling kaitan dan interaksi ekonomi-politik, negara-pasar, negara-masyarakat, dan domestik-internasional dapat kita perhatikan dengan cara-cara yang dilakukan oleh berbagai pemerintahan di dunia yang berusaha menyelesaikan masalah domestiknya dengan memanfaatkan hubungan internasional, begitupun sebaliknya masalah internasional dicoba diselesaikan dengan menerapkan kebijakan domestik.
Seperti yang dikatakan oleh Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, menjelaskan : “Ekonomi Politik Internasional sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara  pemerintah dengan masyarakat”.16
Dengan melihat pada fenomena politik internasional pasca perang dingin maka pelaku-pelaku dari ekonomi politik lebih pada non state actor. Begitupun perimbanganan kekuatan yang terjadi sekarang lebih kepada geo-ekonomi bukan geo-politik lagi. Pada zaman ini bisa dikatakan sebagai zaman dimana kapitalisme menemukan mantelnya yang baru yang lebih radikal. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memberikan tempat-tempat baru bagi kaum kapitalis ini.
Menurut Mansur Fakih dalam bukunya yang berjudul Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi mengatakan :
 istilah globalisasi sesungguhnya secara sederhana itu dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian  ekonomi nasional bangsa -bangsa  kedalam suatu sistim ekonomi global. Namun jika ditinjau dari segi perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perekonomian kapitalisme liberal yang secara teoritis telah dikemukakan oleh Adam Smith.17

Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa pola perekonomian internasional didominasi oleh aktor kapitalisme yang mengisyaratkan masuknya sistem ekonomi negara-negara bangsa ke dalam sistim perekonomian internasional. Selain itu kapitalisme global sebagai motor utama penggerak globalisasi  berusaha mengurangi peran negara dalam kegiatan perekonomian. Ajaran bahwa pasar harus bebas dimana-mana dengan menggunduli negara inilah yang menjelma menjadi ajaran neoliberalisme. “Neoliberalisme dalam pengertian umum adalah seperangkat kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada tingkat global mengarahkan usaha-usahanya kepada terwujudnya tiga hal yakni: perdagangan bebas untuk barang dan jasa, aliran bebas untuk modal, dan kebebasan untuk investasi”.18
Sedangkan secara lebih sederhana menurut Dumairy dalam bukunya Perekonomian Indonesia menjelaskan bahwa :
 Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai mendunianya kegiatan dan keterkaitan ekonomi. Kegiatan-kegiatan perekonomian tidak lagi mengenal batas-batas kenegaraan, bukan lagi sekedar internasional tapi bahkan transnasional. Dan transnasionalisasi kegiatan-kegiatan perekonomian ini bukan lagi hanya terbatas pada aspek perdagangan dan keuangan, tapi meluas pada aspek produksi dan pemasaran, bahkan sumberdaya manusia. Globalisasi menggiring perusahaan-perusahaan raksasa yang sumula multinasional menjadi transnasional. Mereka beroperasi menembus batas-batas negara, bahkan memudarkannya19

Dalam bukunya yang berjudul Globalisasi Perangkat Negara-Negara Berkembang, Martin Khor menjelaskan bahwa “aspek-aspek terpenting yang tercakup dalam globalisasi adalah runtuhnya hambatan-hambatan ekonomi nasional ; meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional dan institusional moneter internasional”.20
Adapun ciri utama dari globalisasi menurutnya adalah “peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan dan dana global”.21
Dalam ilmu ekonomi, perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus. “Perdagangan merupakan proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing fihak”.22 Dengan adanya manfaat dan keuntungan tambahan yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak maka timbullah perdagangan atau pertukaran. Dalam lingkungan internasional kegiatan tersebut berlangsung dalam bentuk kegiatan ekpsor dan impor. Nopirin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional bahwa :
Di dalam ekonomi terbuka dua variable perlu ditambahkan, yakni ekspor (X) serta impor (M) barang dan jasa. Karena ekspor berasal dari produksi dalam negeri dijual / dipakai oleh penduduk luar negeri, maka impor merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan, karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri.23

Dalam buku Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan yang ditulis oleh Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld  mejelaskan alasan negara-negara melakukan perdagangan internasional sebagai berikut :
Negara-negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama; masing-masing alasan menyumbangkan keuntungan perdagangan (gains from trade) bagi mereka. Pertama, negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa, sebagaimana individu-individu, dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan mereka melalui suatu pengaturan dimana setiap pihak melakukan sesuatu dengan lebih baik. Kedua, negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis (economies of scale) dalam produksi.24

Dewasa ini proses industrialisasi dihadapkan pada persaingan hasil produksi dilapangan perdagangan internasional. Saling ketergantungan antar negara dengan keinginan untuk memperluas lagi pasaran bagi hasil produksi dinegara-negara belahan dunia, memunculkan aktivitas perdagangan internasional. Menurut Edi Suandi Hamid, “industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan dalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa dibidang permintaannya, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri”.25
Menurut Bob Sugeng Hadiwinata, strategi industrialisasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu industrialisasi Orientasi Ekspor dan Industrialisasi Orientasi Impor. “Secara sederhana ISI dapat di definisikan sebagai usaha suatu negara untuk melakukan subtsitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh industri sejenis”.26 Sebagai industri penghasil devisa terbesar dari sektor non migas maka industri TPT nasional kita diarahkan kepada srtategi yang berorientasi ekspor. “Srategi IOE pada dasarnya merupakan upaya suatu negara untuk memproduksi barang-barang industri bagi kepentingan pemenuhan permintaan pasar dunia”27
Perdagangan internasional diatur dalam sebuah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dimana bertugas mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan dunia baik berupa hambatan tarif maupun hambatan yang bersifat non-tarif.28 Perdagangan TPT dunia juga diatur dalam kesepakatan yang dikeluarkan oleh WTO. Pembebasan kuota ekspor tekstil pada tanggal 1 Januari 2005 merupakan hasil dari kesepakatan anggota WTO. Dimana sebelumnya masalah kuota TPT mulai diberlakukan oleh negara pengimpor sejak tahun 1980 dibawah kerangka kesepakatan Multi Fibre Arrangements (MFA). Dengan dihapuskannya kuota tekstil berarti perdagangan bebas TPT mulai diberlakukan. 
Adapun maksud dari perdagangan bebas dilihat dari pemikiran Adam Smit dalam Kamus Hubungan Internasional oleh Jack C Plano & Roy Olton sebagai berikut : “Perdagangan bebas dimaksudkan untuk mengembangkan pembagian kerja internasional berdasarkan spesialisasinya setiap negara dalam memproduksi sehingga tercapai produktifitas dan standar kehidupan yang setara bagi semua negara di dunia”29
Kemudian Adam Smit juga menjelaskan  sebagaimana yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam bukunya Politik Bisnis Internasional bahwa “ Perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan sistim pembagian kerja internasional (International Division of Labour) yang saling menguntungkan karena setiap negara akan berkonsentrasi pada sektor-sektor yang dianggapnya paling menguntungkan”.30
Berdasarkan teori diatas dapat kita pahami bahwa dalam perdagangan bebas, setiap negara akan mencoba mencari keunggulannya dalam bidang-bidang tertentu sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing yang tinggi sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  
Sebagai negara pengekspor TPT terbesar di dunia maka pekembangan yang sangat pesat yang dialami oleh industri TPT Cina pada saat sekarang ini tidak terlepas dari daya saing yang dimiliki oleh industri TPTnya. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Cina dalam hal jumlah tenaga kerja yang melimpah serta upah buruh yang murah bisa menekan biaya produksi sehingga menyebabkan harga produk-produk TPT Cina lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
 Agar bisa bersaing dalam era perdagangan bebas ini maka setiap negara akan berusaha memproduksi barang dengan strategi keunggulan komparatif (comparative advantage) dan strategi keunggulan kompetitif (competitive advantage). Menurut David Ricardo, Comparative advantage adalah keuntungan yang dibandingkan. Menurut pandangannya perdagangan moderen arus barang antar negara ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing negara. Negara yang menghasilkan poduk tertentu dengan biaya yang relatif rendah akan memiliki keunggulan atas produk tersebut dalam perdagangan internasional. 
“Suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan labih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar”.31   
Selain dari keunggulan komparatif yang harus dimiliki oleh setiap industri dalam menghadapi pasar bebas maka para produsen juga harus memiliki keunggulan kompetitifnya. Begitupun yang terjadi pada industri tekstil Indonesia, bahwa harga murah saja tidak cukup untuk bersaing saat ini karena sudah dikalahkan oleh produk Cina yang harganya jauh lebih murah. Untuk itu Indonesia harus bisa menemukan keunggulan kompetitifnya. Dalam bukunya yang berjudul The Competitive Advantage of Nations (1990), Michael Porter mengatakan bahwa:


Teori competitive advantage menginginkan negara tidak hanya berdagang tetapi juga bersaing. Kalau sebuah negara ingin memperoleh kemakmuran (diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi), ia harus bersaing dengan negara-negara lain untuk merayu modal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang jumlahnya terbatas itu.32 

Dengan adanya perdagangan bebas TPT yaitu berakhirnya kuota ekspor tekstil ke beberapa negara maju ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena dalam liberalisasi perdagangan tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional baik berupa hambatan tarif maupun non tarif. Begitu juga yang terjadi pada kegiatan industri TPT dunia, dimana kebijakan non tariff berupa sistem kuota yang selama ini  membatasi para eksportir dalam mengekspor produk TPTnya telah dihapuskan pada tanggal 1 Januari 2005.  
Menurut Alan Winters sebagaimana yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam bukunya Politik Bisnis Internasional mengatakan bahwa “tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang importir kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang ke negaranya”.33 Selanjutnya ia mendefenisikan hambatan non tarif sebagai berikut :
 NTBs sebagai segala bentuk usaha untuk menghambat arus masuk barang ke dalam wilayah suatu negara yang tidak terkait dengan pungutan tariff impor. NTBs meliputi pelbagai macam kebijakan sejak dari pelarangan, penerapan kuota, penerapan standar produksi tertentu, pemberlakuan aturan bea cukai yang ketat hingga ke upaya untuk mengaitkan produk dengan masalah kesehatan dan isu lingkungan hidup.34

Dalam hal ini, pembebasan kuota teksil telah memberikan peluang yang sangat besar kepada para produsen atau para eksportir TPT di seluruh dunia untuk bisa berkompetisi merebut pangsa  pasar yang cukup besar. 
Adapun pengertian dari sistem kuota adalah “bentuk yang paling umum dari pembatasan kuantitatif dimana suatu negara membolehkan impor suatu produk sampai jumlah tertentu saja. Jika jumlah yang telah ditetapkan itu telah terpenuhi, maka negara berhak melarang produk itu untuk masuk ke wilayahnya”35 
Sedangkan menurut Nopirin “Quota adalah pembatasan jumlah pisik terhadap jumlah barang yang masuk (quota impor) dan keluar (quota ekspor)”.36 Dengan dihapuskannya kebijakan kuota ini maka kemampuan bersaing sangat dibutuhkan agar bisa bertahan menghadapi pasar yang semakin terbuka. 
Semenjak awal tahun 2005 ini, yaitu setelah pembebasan kuota TPT, isu TPT asal Cina melejit. Cina mampu menjadi pemain utama dalam perdagangan TPT dunia. Sebagaimana yang diungkapkan dalam harian Kompas tanggal 11 Juni 2005,”serbuan TPT asal Cina selama ini masih bisa diredam lewat pengenaan kuota. Namun, setelah 1 Januari 2005, kuota dibebaskan sehingga negara yang paling kuat dan bersaing akan tampil sebagai pemenang, dan itu adalah Cina”.37 
Kemampuan Cina dalam meguasai pangsa pasar TPT dunia tidak lain adalah karena didukung oleh daya saing TPTnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Cina mampu menyediakan tenaga kerja yang murah sehingga biaya produksi juga akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.
Banyak negara yang merasakan dampak besar dari bangkitnya Cina menjadi pemain terdepan soal TPT.  Banyak industri-industri TPT di berbagai negara terpaksa tutup karena tak mampu lagi bersaing di pasar Eropa dan AS dengan TPT asal Cina yang berharga murah. Seperti yang terjadi pada pabrik TPT milik perusahaan Upan Wasana di Ruraka, Kenya. Dimana dikatakan bahwa pesanan TPT dari AS telah anjlok selama empat bulan pertama 2005. Hal ini terjadi karena biaya produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Cina. Selain itu, AS dan Uni Eropa juga merasakan hal yang sama. Banyak industri TPT di negara ini mengalami penutupan karena kalah bersaing dengan TPT asal Cina.
Indonesia sebagai negara produsen sekaligus eksportir TPT juga akan terancam dengan peningkatan ekspansi TPT Cina setelah pembebasan kuota ekspornya. “Potensi kehilangan nilai ekspor TPT dari Indonesia yang pasarnya diambil Cina mencapai 1,3 miliar dollar AS per tahun termasuk setelah kuota TPT dihapuskan”.38 
Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Chatib Basri mengungkapkan bahwa “berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Dunia, dari 45 kategori tekstil yang diekspor Indonesia ke AS, 44 kategori terancam direbut China. Hanya tinggal satu kategori saja yang bisa kita pertahankan dan itu juga tidak terlalu signifikan pasarnya”.39   






Agar dapat bersaing di pasar bebas kuota, ITC menyarankan perbaikan diberbagai bidang, seperti iklim usaha dan infrastruktur, akses pasar (WTO), perburuhan, ketersediaan bahan baku, tepat waktu dalam penyerahan (on time deliverya), mempergencar promosi, dan lain-lain. Untuk itu, perlu dilakukan restrukturisasi industri untuk tujuan efisiensi sekaligus penyesuaian-penyesuaian struktural. Selain itu, pemerintah harus proaktif dalam memperkuat sistim advokasi Depperindag dalam menghadapi berbagai tuduhan dumping, subsidi, dan khususnya safeguards yang akan ditujukan ke produk ekspor TPT.40 

Selama ini yang menjadi penyebab kurang kompetitifnya produk TPT Indonesia adalah disebabkan oleh banyak faktor seperti permesinan yang sudah tua dan sudah tidak optimal lagi dalam berproduksi, masalah infrastruktur, tingginya tingkat suku bunga, pungutan liar dan kenaikan harga tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. Selain itu yang juga menjadi kendala bagi industri TPT dalam mengembangkan industrinya adalah rendahnya investasi. Sedangkan Cina sebagai pemain baru dalam menarik PMA menyadari aturan permainan ini dan sejak tahun 1990-an terus memperbaiki diri tidak hanya dikawasan timur/pantai, tetapi di kawasan pusat dan barat untuk menciptakan daya tarik yang lebih kondusif dibandingkan negara tetangganya. 
Berdasarkan hasil dari Sidang Pleno ISEI XI mengenai Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2005 di Jakarta menyimpulkan bahwa “dalam era pasca kuota ini semua negara produsen TPT di dunia akan menghadapi resiko industri tergantung faktor derajat keunggulan kompetensi yang dimiliki, yang meliputi aspek-aspek: fundamental, struktural, skala industri, dan track record internasioal”.41
Industri TPT Indonesia dalam hal ini menempati tingkat resiko cukup besar. Sedangkan Cina sudah berada pada tingkat resiko industri TPT yang paling kecil. Untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh industri TPT nasional agar industri TPT ini mampu bersaing dengan industri TPT negara-negara lain maka berbagai langkah perbaikan harus dilakukan oleh pemerintah dan para pengusaha agar industri strategis yang mendatangkan devisa paling besar  dalam sektor non migas ini tidak mengalami kehancuran. 
Salah satu daerah yang memproduksi TPT paling besar di Indonesia adalah Jawa Barat yang mana banyak industri TPT di wilayah ini melakukan relokasi industri seperti ke Vietnam, sementara puluhan lainnya telah gulung tikar. “Menurut Menko Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie, bahwa industri tekstil di Jawa Barat menempati posisi  srategis dalam perekonomian nasional, karena penyumbang lebih dari 60 persen ekspor tekstil nasional. Karena itu tak efisiennya mesin-mesin tekstil di kawasan tersebut menjadikan produk ekspor tidak kompetitif”.42 
Pemerintah juga harus bisa menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor asing. Karena tanpa adanya investasi maka program restrukturisasi terhadap industri TPT tidak akan berjalan. Dengan kondisi permesinan yang sudah mengkhawatirkan maka restrukturisasi adalah suatu keharusan untuk dapat bersaing di era perdagangan bebas. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi dan investasi yang ditujukan untuk upaya restrukturisasi industri tekstil di Jawa Barat adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang (Teijin) yang pendanaannya berasal dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation).43
Penanaman investasi asing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
 Investasi langsung adalah perusahaan dari negara penanaman modal secara de facto atau de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Sedangkan investasi tidak langsung, lebih dikenal sebagai investasi porto polio atau rentier yang sebahagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja.44 

Untuk penanaman investasi yang berasal dari dalam negeri sendiri baru-baru ini telah dikeluarkan kebijakan. Pemerintah Bank Indonesia; kalangan perbankan dan pelaku usaha industri tekstil dan produk tekstil akan membuat paket kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri tekstil dan produk tekstil. Pada awalnya pembiayaan perbankan untuk kredit investasi jauh lebih rendah dari pada kredit modal. Sementara itu ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Beny Sutrisno) mengungkapkan bahwa: 
Pembiayaan perbankan untuk kredit investasi memang jauh lebih rendah dari pada kredit modal kerja. Dari catatan. BI, sejak krisis tahun 1998, tercatat sampai Juli 2004, kredit modal kerja yang diberikan kepada industri TPT oleh 93 bank sebesar Rp 4,7 triliun. Kredit investasinya sebesar Rp 284 miliar.45 

Untuk mendukung perkembangan industri TPT nasional maka pemerintah dan para pengusaha tekstil serta berbagai pihak harus saling bekerjasama dan membuat suatu kebijakan baru yang dapat mendukung perkembangan industri TPT sehingga mampu bersaing dalam menghadapi pasar internasional pasca dihapuskannya kuota tekstil dan produk tekstil.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka ditarik asumsi sebagai berikut :
1.	Pembebasan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Cina akan meningkatkan ekspansi Cina dalam menguasai pangsa pasar TPT dunia.
2.	Peningkatan ekspansi industri TPT Cina dalam menguasai pangsa pasar TPT dunia akan mempengaruhi kinerja ekspor TPT Indonesia.
3.	Perusahaan yang memusatkan perhatian pada perbaikan daya saing harga, produktifitas serta kualitas produk dan jasa akan memperoleh keberhasilan.
4.	Pemerintah beserta para pegusaha tekstil harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi industri tekstil  agar mampu bersaing  dalam menghadapi pembebasan kuota tekstil dan produk tekstil.
2. Hipotesis







Variabel dalam Hipotesis( Teoritik)	Indikator( Empirik )	Verifikasi( Analisis )
Variabel BebasJika pembebasan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Cina semakin ekspansif dalam menguasai pangsa pasar TPT dunia	 1.Kekuatan faktor-faktor produksi TPT Cina. 2.Produktifitas industri TPT Cina 3.Subsidi terhadap industri TPT. 	Data (fakta dan angka) mengenai kekuatan faktor-faktor produksi TPT Cina.Data (fakta dan angka) mengenai produktifitas industri TPT Cina  Data (fakta dan angka) mengenai subsidi yang terhadap industri TPT..














Pembebasan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Cina dan Implikasinya 
Bagi Kinerja Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia


E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis
Untuk memperjelas proses pembentukan teori maka penulis mengidentifikasikan tingkat analisis dari permasalahan yang diteliti. Adapun tingkat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa Induksionis dimana unit eksplanasinya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan unit analisanya.
2.Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan adalah :
a. Metode Deskriptis Analitis
 yaitu metode yang menggambarkan, menganalisa dan mengidentifikasikan suatu gejala atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa kejadian. Dalam hal ini, penulis menguraikan fenomena pembebasan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Cina dan implikasinya bagi kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia.
b. Metode Historis 
yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penyelidikan kritik terhadap kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lampau serta merupakan interpretasi dari daya yang tersedia, hal ini untuk memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi melalui pengamatan secara tidak langsung, dengan membaca buku-buku tertentu dan karya-karya ilmiah para ahli ekonomi, jurnal, internet serta diktat yang peneliti gunakan untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian	
1. Lokasi penelitian
a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. 
b. Perpustakaan Universitas Parahiyangan Bandung
      c. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI
JL. Jendral  Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta.
d. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Adhi Graha 16th floor . JL. Jendral Gatot Subroto Kav.56
Jakarta 12950.
e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jl. Gatot Subroto no. 44 Jakarta.
2.Waktu Penelitian
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Berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah,tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, tingkat analisis, metode dan teknik pengumpulan data serta lokasi dan lamanya penelitian.
BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL INDEPENDEN
Berisi uraian/informasi umum/ dasar/awal mengenai tema, masalah, yang dijadikan variabel independen (bebas).
BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL DEPENDEN
Berisi uraian/informasi umum/ dasar/awal mengenai tema, masalah, yang dijadikan variabel independent (terikat).
BAB IV: VERIVIKASI DATA
Merupakan bahasan/uraian/jawaban terhadap hipotesis dan indikator-indikator penelitian (baik indikator variabel bebas maupun variabel terikat) yang dideskripsikan dalam data (fakta-fakta dan angka-angka). Subjudul-subjudul dan materi dalam bab ini berisi dan mencerminkan uraian data (fakta-fakta dan angka-angka) yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat.
BAB V: PENUTUP






Perdagangan Bebas TPT dunia

Kinerja Ekspor TPT Indonesia





Ekspansi Industri TPT Cina













Faktor internal: berbagai macam hambatan domestik

faktor eksternal: pertumbuhan ekonomi dunia

Pangsa Pasar TPT Dunia
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